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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perwujudan Asas Rahasia bagi para penyandang disabilitas dalam
pemilihan umum belum terwujud secara penuh sesuai dengan asas rahasia
yang mewajibkan pilihan pemilih untuk tidak diketahui oleh orang lain
selain pemilih itu sendiri. Bentuk perwujudan asas rahasia dalam bentuk
regulasi telah memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk
memilih secara rahasia namun masih terdapat pelanggaran atas tidak
ditandatanganinya formulir pernyataan oleh pendamping pemilih.
Sosialisasi belum menyeluruh dan tepat sasaran kepada Petugas KPPS
dalam menjaga kerahasiaan pilihan pemilih, serta pelatihan dan fasilitas
bagi penyandang disabilitas Netra untuk memilih dalam pemilihan umum
pada prakteknya belum marak diadakan dan fasilitas yang belum memadai
pada saat penyandang disabilitas netra secara aktif menggunakan hak
politiknya dalam memberikan suaranya untuk tidak akan diketahui oleh
orang lain, kepada siapa peruntukan suaranya diberikan.

Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilu melalui Komisi Pemilihan

Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah memberikan upaya

109



110

jaminan kepastian hukum kepada penyandang disabilitas netra yang
didampingi dalam menggunakan hak pilihnya secara rahasia, Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah memenuhi
kriteria penjaminan kepastian hukum dari segi peraturan tertulis yang jelas
dan diterbitkan oleh negara, serta persetujuan yang telah diberikan oleh
mayoritas masayrakat, namun masih terjadi inkonsistensi akan penerapan
asas rahasia terutama pada prakteknya penerapan asas rahasia masih belum
mencapai tingkat ideal dalam menjaga kerahasiaan pilihan pemilih dengan
minimnya pendamping yang menandatangani formulir pendampingan saat
mendampingi pemilih sebagai salah satu bentuk menjamin kepastian hukum

hak pilih penyandang disabilitas netra dalam pemilihan.

. Saran

Perwujudan asas rahasia bagi para penyandang disabilitas terutama dalam
proses pemungutan suara melalui berbagai bentuknya perlu memberikan
upaya maksimal baik dari sisi regulasi serta fasilitas yang diberikan oleh
penyelenggara pemilihan umum hingga mendapatkan sosialisasi serta
pelatihan bagi para penyadang disabilitas netra untuk dapat secara aktif dan
mandiri dalam memberikan suaranya secara rahasia.

Berkaitan dengan penjaminan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas
netra dalam menggunakan hak pilihnya ketika didampingi dalam pemilihan,
dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum serta aturan
pelaksanaanya kepada para pendamping pemilih untuk menandatangani

formulir pendampingan, hal tersebut merupakan instrumen penting dalam
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memberikan kepastian hukum dalam penerapan asas rahasia serta menjaga
kerahasiaan pilihan pemilih, maka pidana pemilu perlu ditegakkan dengan
lebih baik oleh Komisi Pemilihan Umum terutama dalam upaya

memberikan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas.
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